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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  

NOMOR 18 TAHUN 2017 

TENTANG  

PENYANDANG DISABILITAS 

 

I. UMUM  

 

Penyandang Disabilitas menghadapi hambatan dan pembatasan 

dalam mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. 
Selain itu penyandang disabilitas kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan 

sebagai sumber mata pencaharian sehingga kebutuhan hidupnya banyak 
yang belum dapat tercukupi. Penyandang disabilitas juga banyak 
mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi yang 

mempunyai konsekwensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas 
untuk terlibat dan berpartisispasi dalam kehidupan sosial, politik dan 

ekonomi. Dengan memberikan perlindungan kepada para Penyandang 
Disabilitas, maka hak konstitusional penyandang disabilitas terjamin dan 
terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi. 

 

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2011tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With 
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 
dijelaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari 

penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan 
martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan 
semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas 

integritas mental dan fisiknyaberdasarkan kesamaan dengan orang lain, 
termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan 
pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. 

 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berwenang dalam 
memberikan pemberdayaan, penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang 

Disabilitas secara penuh dan setara di daerah. 

 

Pengaturan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak 
penyandang disabilitas bertujuan untuk: 

a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan 

hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas 
secara penuh dan setara; 

b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan 

pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang 
disabilitas; 
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c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih 
berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; 

d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, 
pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak 

asasi manusia; dan 

e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, 
pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk 

mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan 
sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan 
serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat 

dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat. 

f. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; 

g. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;  

h. meningkatkan ketahanan sosial penyandang disabilitas dalam 

mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; dan 

i. meningkatkan peran serta penyandang disabilitas di daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas. 

Pasal 2 

Cukup Jelas. 

Pasal 3 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap 
martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri penyandang 
disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak 
setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak 

bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya 
tersebut. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh dalam 
masyarakat” adalah penyandang disabiltas berperan serta 

secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga 
negara. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan 
kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan 
perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian 

dari keragaman manusia dan kemanusiaan. 
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Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di 

berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti 
pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat 
dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang 

disabilitas. 

Huruf h 

Cukup jelas.  

Huruf i  

Cukup jelas.  

Huruf j  

Cukup jelas.  

Huruf k  

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup Jelas. 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Cukup jelas.  

Huruf c 

Cukup jelas.  

Huruf d 

Cukup jelas.  

Huruf e 

Cukup jelas.  

Huruf f 

Cukup jelas.  

Huruf g 

Cukup jelas.  

Huruf h 

Cukup jelas.  
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Huruf i 

Cukup jelas.  

Huruf j 

Cukup jelas.  

Huruf k 

Cukup jelas.  

Huruf l 

Cukup jelas.  

Huruf m 

Cukup jelas.  

Huruf n 

Cukup jelas.  

Huruf o 

Cukup jelas.  

Huruf p 

Cukup jelas.  

Huruf q 

Yang dimaksud dengan “konsesi” adalah segala bentuk 
potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada 

Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  

Huruf r 

Cukup jelas.  

Huruf s 

Cukup jelas.  

Huruf t 

Cukup jelas.  

Huruf u 

Cukup jelas.  

Huruf v 

Cukup jelas.  

Huruf w 

Cukup jelas.  

Huruf x 

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Huruf a  

Cukup jelas.  
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Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “diskriminasi berlapis” adalah 
diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis 
kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai penyandang 

disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan 
kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan 
negara di berbagai bidang kehidupan.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Ayat (5)  

Huruf a  

Cukup jelas.  

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah 

orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau 
lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab 
untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada 

anak.  

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e  

Cukup jelas.  

Huruf f  

Cukup jelas.  

Huruf g  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas.  

Ayat (7)  

Cukup jelas.  

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Ayat (1)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” 

adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, 
lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebralpalsy (CP), 
akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan ”penyandang disabilitas 

intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena 
tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain 
lambat belajar, disabilitas grahita dan downsyndrom.  

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” 

adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, 
antara lain:  

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, 

anxietas, dan gangguan kepribadian; dan  

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada 

kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan 
hiperaktif.  

Huruf d  

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas 
sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari 
panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas 

rungu, dan/atau disabilitas wicara.  

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas ganda atau 
multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau 
lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan 

disabilitas netra-tuli.  

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah 

jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat 
permanen. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam 
bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau 

lambang timbul. 

Hurub b 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a  

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar 
seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan 
kegiatan seni lainnya secara inklusif. 

Hurub b 

Cukup jelas. 

Hurub c 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
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Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Yang dimaksud dengan “unit usaha mandiri” adalah unit yang 

melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah 
tangga, kelompok maupun suatu badan dan mempunyai 
kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi 

bangunan fisik, dan wilayah operasinya. 

Pasal 38 

Cukup Jelas. 

Pasal 39 

Cukup Jelas. 

Pasal 40 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 
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Ayat (2)  

Huruf a  

Yang dimaksud dengan “promotif” adalah adalah suatu 
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan 

kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang 
bersifat promosi kesehatan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “preventif” adalah suatu kegiatan 
pencegahan terhadap suatu masalah 
kesehatan/penyakit. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “kuratif” adalah suatu kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang 
ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit agar 

kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “rehabilitatif” adalah kegiatan 
dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 
bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat 

berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna 
untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin 
sesuai dengan kemampuannya. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah upaya rehabilitasi 

sosial sosial yang dilakukan untuk mengajak dan 
membimbing, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan 

maksud untuk meyakinkan seseorang penyandang disabilitas 
agar bersedia direhabilitasi sosial. 

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah upaya rehabilitasi 

sosial berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, 
dan/atau penghargaan agar seseorang penyandang disabilitas 
tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial. 
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Yang dimaksud dengan “koersif” adalah upaya rehabilitasi 
sosial yang ditekankan melalui tindakan pemaksaan terhadap 

seseorang penyandang disabilitas dalam proses rehabilitasi 
sosial. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “pendamping” adalah penasehat 

hukum, konselor, psikoloq, juru bahasa, saksi ahli yang 
memahami ragam disabilitas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Pendataan untuk memperoleh data akurat tentang 
karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas 

dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat tinggal 
sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan 

terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 
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Pasal 72 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud “sumber lain yang sah” dapat berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Tanggung 

Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), 
sumbangan pihak ketiga yang berupa barang dan/atau 
uang dan sebagainya sesuai dengan ketentuan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 
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